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Abstract 
 

This study aims to determine 1) the process of investigating the Crime of Skimming at the South 

Sulawesi Police. 2) the obstacles faced by the South Sulawesi Regional Police in dealing with 

the Crime of Skimming. This research was conducted at the Indonesian National Police for the 

South Sulawesi Region, BNI KLN Ratulangi Makassar and the Financial Services Authority 

Regional Office 6 Makassar. The research method used is an empirical juridical approach. 

The results of the study indicate that 1) Skimming is included in the crime of information and 

electronic transactions which prohibits anyone intentionally and without rights or against the 

law accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining 

electronic information and or electronic documents as regulated in Article 30 paragraph (2) of 

Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning 

Information and Electronic Transactions or hereinafter referred to as the ITE Law. This 

skimming crime mode can occur by placing the skimmer (scan tool) at the mouth of the ATM 

card entry and using a small camera to record the victim's ATM PIN. This skimmer is used to 

retrieve the data on the ATM card and then it will be copied to a fake ATM card or a blank card. 

2) Obstacles faced by investigators in carrying out investigations against the crime of skimming 

the first are Internal factors, including Human Resources, facilities and infrastructure, the 

second is External Factors, including the lack of public understanding about the dangers of 

skimming crime, Factors perpetrators and banks are less intensive in maintaining every ATM. 

Keywords: Skimming, Crime, Electronic Transactions 
 
 
 

A. PENDAHULUAN 
 

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Timur Indonesia, sehingga hal ini 

mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Makassar menjadi lebih tinggi. Guna menunjang 

kebutuhan masyarakat, maka bank-bank menempatkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di setiap 
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sudut kota untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Perkembangan transaksi 

elektronik merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga membawa kekurangan, serta 

mencuatnya kejahatan-kejahatan baru yang sangatakompleks dengan cara-cara kriminal yang 

samaasekali baru. 

Tidak hanya kejahatan tradisional yang belum tersingkir di bawah pengaruh model modern yang 

tidak mengunggulkan prinsip kemanusiaan, tetapiajuga munculnya berbagai jenis kejahatanadi dunia. 

Dunia maya telah menjadiarealitas masyarakata global. Kejahatan maya (cybercrime) adalah sifat 

negatif dari perkembangan ilmu teknologi serta informasi. 

Kejahatan ini berupa kejahatan melalui jaringan sistem komunikasi informasi (internet) lokal dan 

global yang menggunakan teknologi informasi berbasis sistem informasi yaitu sistem kelistrikan. Orang 

mati dapatadilihat hampir secara eksklusif dengan memanipulasi penggunaainternet sebagai korban. 

Kejahatan tersebut semacam misalnyaamanipulasi informasi ( theaTrojan horse), spionase, hacking, 

penipuanakartua kredit aonline (carding), mengganggu system (cracking), pengcopyana informasi dari 

kartuaATM (Skimming ATM) serta bermacam berbagai yang lain. Pelakon cybercrimeaini mempunyai 

latar balik keahlian yang besar di bidangnyaasehingga susah buat melacak serta memberantasnyaasecara 

tuntas 

Sehubungan dengan kejahatan di duniaamaya yang terus berkembang, pemerintahatelah 

mengeluarkan kebijakan melalui Undang-UndangaNo. 11atahun 2008 tentangaInformasi danaTransaksi 

Elektronika(UU ITE) yang sudah diubah menjadi Undang-UndangaNo. 19 tahuns2016.  

Cyber crime terjadi di Indonesia yaitu kejahatan dengan modus terbaru yang dilakukan melalui 

mesin ATM, oleh apa yang dikenal dengan istilah kejahatan “skimming”. ATM adalah Terminal/mesin 

komputer yang terhubung ke jaringan komunikasi bank, memungkinkan nasabah untuk melakukan 

transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan kasir atau bankir. Nasabah bank dapat mengakses 
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rekeningnya melalui mesin ATM dan melakukan berbagai transaksi keuangan. Artinya Anda bisa 

melakukan transaksianon tunai seperti tarik tunai, cek saldo, pembayaranatagihan kartu kredit, 

pembayaranatagihan listrik, dan pembelianapulsa. 

Kejahatan skimming ialah aksi pencurian data kartu kredit/debit saat menyalin seluruh data yang ada 

tiap strip magnetic kartu secara illegal serta nantinyaidata ataupun informasiinasabah tersebut disalin 

kedalam kartu yang masihakosong. Tujuanadari kejahatan ini merupakanapembobolan dana terhadap 

nasabahabank tersebut. 

Modus yang digunakan dalam melaksanakan aksi kejahatan ini merupakan dengan 

menngunakan WiFi pocket router diiringi kamera yang dimodifikasi menyamai penutup Personal 

Identification Number (PIN) pada mesin- mesin ATM buat mencuri PIN nasabah Bank. Lewat 

perlengkapan tersebut, para pelakon menduplikasi informasi magnetic stripe pada kartu ATM kemudian 

mengkloningnya ataupun menyalin informasi tersebut ke kartu ATM kosong. Wujud perlengkapan 

skimming juga bermacam-macam membiasakan wujud, warna, serta dimensi mesin ATM, tujuannya 

supaya tindak kejahatan tersebut tidak gampang ditemukan dikala mereka melaksanakan aksi, sebab 

korbanatidak hendak menyadariakalau mesin ATM tersebut sudah dipasangi mesinaskimming. Metode 

kerja ATM skimming mulaiaberjalan semenjak kartu ATMakorban dimasukkana kedalam tempat 

permbaca kartuaATM, proses skimming diawali dengan mengkopi data-dataayang telah didapatadari 

mesin skimmer keadalam kartu ATMAkosong. Hal-hal yang dicoba buat penuhi faktor mengakses pc 

serta/ ataupun sistem elektronik merupakan dengan menerobos/melampaui/melanggar/ ataupun 

menjebol sistem pengamanan dengan memakai cara- cara apapun. 

Kasus yang paling baru adalah yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di bulan 

September 2019. Pelaku yang merupakan warga negara Rumania  yang memasang hidden camera untuk 

merekam password kartu ATM nasabah serta memasang alat skimming untuk merekam data rekening 
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nasabah. Mereka juga sudah siapkan kartu ATM kosong yang di beli online di luar negeri. Kemudian 

ketika mengetahui pin nasabah, mereka sudah bisa menguras habis seluruh tabungan nasabah. 

Penaggulangan Kejahatan skimming ATM harus dilakukan dengan Kebijakan Formulasi Hukum 

dan integrasi sistem peradilan pidana yang terpadu agar dapat diharapakan menekan atau 

menanggulangi kejahatan ini.  Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus perundang-undangan 

tentang kejahatan skimming ATM, untuk itulah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 

terhadap perbuatan skimming ATM sebagai sebuah tindak pidana agar tidak semakin meluas dan 

membahayakan masyarakat. 

Beranjak dari segala permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam sebuah 

karya ilmiah dengan judul “Penyidikan  Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik 

oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses penyidikan Tindak Pidana Skimming di Polda Sulawesi selatan ? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani 

Tindak Pidana Skimming ? 

 

 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dilarang oleh 

undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana.  

Adapun yang termasuk macam-macam unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Unsur Objektif 
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Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku seperti: 

1. “Sifat melanggar Hukum”. 

2. “Kualitas dari si pelaku”. 

3. “Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan 

sebagai akibat”. 

b. Unsur Subjektif 

Unsur subjektif merupakan unsur kebalikan dari unsur objektif yang merupakan unsur 

yang ada dalam diri pelaku. Adapun sebagai berikut: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, 

dan sebagainya. 

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan 

yang direncanakan terlebih dahulu. 

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 

Cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terkait pada penggunaan teknologi 

informasi yang tidak terbatas, memiliki karakteristik rekayasa dan teknis yang kuat dan mengandalkan 

keamanan dan kredibilitas yang tinggi dari informasii yang disampaikanadan diakses oleh 

pelangganaInternet. Sesuai dengan uraian di atas, dapatadikatakan menjadi cybercrime Cakupan: 

pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, fitnah, pemalsuan. Salahasatu kejahatan lewat 

duniaamaya ataupun kejahatan yangaberbasis teknologi serta informatikaayang lagi terjalin belum lama 

ini salah satunya merupakan kejahatan skimming yang dicoba lewat mesin ATM. 
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Card skimming adalah penyalinan informasi secara ilegal yang terkandung pada pita magnetik 

(magnetic stripe) dan kartuakredit atau kartu ATM/debit. Debit illegal untuk mengontrol rekening 

korban.  

Tindak Pidana skimming telah sesuaiadengan Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan 

sebagaiaberikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Pasal 30 ayat (2) tersebut menjelaskan perbuatan 

memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjelaskan sebagai berikut: “ Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atauASistem 

Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik”. 

Ketentuan hukum kejahatan skimming dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, 

UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Tindak Pidana skimming dapat dimasukkan dalam suatu delik di KUHP yang unsur-unsurnya 

dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebur memuat unsur objektuf dan 

unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari: 

a. Perbuatan mengambil (wegnemen) 

b. Objeknya suatu benda 

c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut Sebagian atau 

seluruhnya milik orang lain. 

Unsur subjektif berikutnya adalah sifat melawan hukum, Berdasarkan rumusan doktrinal tentang 

sebab atau larangan perbuatan, ia mengenal dua jenis kegiatan ilegal, satu melawanahukum formal dan 
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satu melawanahukum substantif. Pelanggaran hukum formil adalah suatu perbuatan yangadiancam 

dengan pidana, jika melanggar atau melanggar hukum dan hukum tidak tertulis, setiap pelanggaran 

dianggap pelanggaran. 

Upaya pengamanan telah dilakukanaoleh semua pihak, baikapemerintah maupun masyarakat 

secara keseluruhan. Berbagaiaprogram dan kegiatan atelah dilaksanakan, terusamencari cara yang tepat 

dan efektif untukamengatasi permasalahan tersebut. 

Dalam hubungan ini E.H. Sutherland dan Cressesy mengemukakan bahwa dalam crime 

prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi 

kejahatan yaitu: 

1. Metode pengurangan pencegahan kejahatan adalah metode yang ditujukan untuk mengurangi 

jumlah konseptual selesai. 

2. Cara pencegahan kejahatan yang pertama adalah cara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan cara pencegahan. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa kegiatan pencegahan kejahatan tidak hanya mencakup upaya 

perbaikan perilaku narapidana (terpidana) di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga tindakan preventif. 

Metode pencegahan dan pencegahan. danarepresif. MenurutaA.S. Alam, penanggulanganakejahatan 

terdiri atas tiga bagianapokok,ayaitu : 

1. Upaya pre-emptif (moral) 

Upayaapre-emptif (moral) adalahiUpaya awal yang dilakukan olehapihak kepolisianauntuk 

mencegah terjadinya tindakapidana. Dalam upayaaini, fokusnya lebih pada penanaman nilai/norma 

dalam diriaseseorang. 

2. Upayaapreventif (pencegahan) 
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Upaya pencegahan kejahatan sedang dilakukan untuk mencegah pecahnya kejahatan pertama. 

Sesuai semboyan kriminologi, upaya reformasi pelaku kejahatan (penjahat) harus memperhatikan dan 

mendorong pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi, pencegahan kejahatan lebih baik daripada 

upaya mendidik pelaku kejahatan. 

3. Upaya Represif: 

Upaya represif adalah Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan 

terjadi. Penanggulangan penindasan adalah dengan mengambil tindakan berdasarkan perilaku pelaku 

danamelakukan perbaikan sehingga mereka menyadari bahwa tindakan mereka ilegal dan merugikan 

masyarakat, danatidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta orangalain tidak akan berbbuat. 

Karena sanksi yang harus ditanggung sangataberat. 

Penyidikan merupakan serangkaian prosedur penyelesaian yang bertujuan untuk menyelidiki 

dan memahami suatu masalah yangadiduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah 

penyelidikan dapatadilakukan dengan cara yang disyaratkan oleh undang-undang. Penyidikanaadalah 

tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan, dan tahap awal menemukan ada tidaknya tindak 

pidana dalam peristiwa tersebut. Apabila diketahui telah timbul suatu tindak pidana, maka perlu 

dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Dalam kegiatan investigasi, fokusnya 

adalah pada tindakan menemukan serta menemukan kejadian ayang dianggap atau didugaasebagai 

kejahatan. Dalam penyelidikan, fokusnya adalah pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti. 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

 
 

 Pada penelitianaini penulis mengunakan pendekatanadalam membongkar permasalahan 

dengan memakai tata cara pendekatan yuridisaempiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan 

merupakan hukumadilihat selaku norma ataupun dasasollen), sebab dalam melaksanakan ulasan 

permasalahan dalam riset ini memakai bahan-bahanahukum( baik hukum yang tertulis ataupun hukum 
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yang tidak tertulis ataupun baik bahanahukum primer, sekunder ataupun tersier. Sebaliknya 

pendekatanaempiris merupakan dengan memandang hukum selaku realitas sosial, kultural ataupun das 

sein sebab dalam riset ini informasi yang digunakan informasi primer yang diperoleh langsungadari 

posisi riset. 

 Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam 

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum 

baik primer,  maupun sekunder. 

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Proses Penyidikan Tindak Pidana Skimming Di Polda Sulawesi Selatan 

PerbuatanAskimming tersebut termasuk dalam perbuatanamengakses komputer dan/atau sistem 

informasi milik orangalain secara illegal dengan maksudamengambil tanpa hak dan seizin data-data 

diri milik korban pada komputer atauasistem informasi tersebut. Pencurian termasuk dalam kejahatan 

Informasi dan transaksi elektronik, melarang siapa pun denganasengaja, tanpa hak atau melawan 

hukumamengakses komputer dan/atau sistemaelektronik denganscara apa punauntuk mendapatkan 

Informasiaelektronik dan/atau file elektronika yang dijelaskan dalam pasal ini. 30 Ayat (2).aUndang-

Undang Nomora19 Tahun 2016 tentang Perubahanaatas Undang-Undang Nomora11 Tahuna2008 

tentang Informasi dan TransaksiaElektronik atau aselanjutnya disebut UU ITE. 

Kasus kejahatan skimming pada wilayah hukum Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan, telah 

pernah ditangani oleh Penyidik yaitu dimana pelakunya adalah 2 (dua)aorang warga negara asingaasal 

Rumania pada 2019 lalu. Adapun rincian mengenai kasus kejahatan skimming yang ditangani oleh 

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan rentang waktu selama tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

Kesatuan yang 

menangani 

Tersangka Pelapor Uraian Perkara 
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Ditreskrimsus 

Polda Sulsel 

1. Gilca 

Amzulescu 

George 

Silviu 

2. Stancu 

Razvan 

Aurelian 

Bank BNI Melanggar Pasal 30 Ayat 

(1) dan/atau Ayat (2) jo. 

Pasal 46 Ayat (1) 

dan/atau Ayat (2) 

dan/atau Pasal 31 Ayat 1 

jo. Pasal 47 Ayat  

Undang-Undang RI 

Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang RI 

Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi da 

Transaksi Elektronik 

(ITE) jo. Pasal 55 Ayat 

(1) ke-1 KUHP. 

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sulsel 

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Aipda Adi Darmawan N, S.H., di hari senin tanggal 

25 Januari 2021 Pukul 16:00 wita diaRuang Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dijelaskan tentang 

kronologi kasus kejahatan skimming yang dilakukan oleh 2 (dua) WNA asal Rumania di Makassar, 

bahwa kedua WNA Rumania tersebut tinggal di Apartemen Vidaview Lt. 32 Kamar Ashton Kota 

Makassar. Para pelaku membawa alat skimmer dari negara Malaysia. Kasus ini terungkap dimulai 

dengan adanya masalah nasabah yang ingin menarik uang di mesin ATM BNI. Nasabah bank BNI 

mengalami masalah dengan tertelannya kartu ATM milik nasabah. Sehingga nasabah selanjutnya 

melaporkan masalah tersebut kepada pihak bank BNI yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap ATM tersebut, sehingga pihak bank BNI menemukan alat yang di 

curigai merupakan alat skimming.  

Sehingga berdasarkan uraian kronologi tersebut setelah mendapatkan laporanamengenai 

terjadinya asuatu tindak pidana,amaka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan segera melakukan 
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penyelidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalamaPasal 102aayat (1) KUHAPayaitu, Apabila 

penyidik mengetahuiaatau menerimaalaporan atau pengaduan tentang kejadian yangapatut diduga 

sebagai tindakapidana, mereka harus segera mengambil atindakan penyidikan ayang diperlukan. 

Penyelidikan tersebut dilakukan pada tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaanaagar dapat 

dilakukan tindakalanjut ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yanga cukup tersebut setidak-tidaknya 

terpenuhi minimal dua alat bukti. Alatabukti yang dimaksud tercantum pada Pasal 184 KUHAP adalah 

dapat berupa keteranganasaksi, keterangan ahli, surat,apetunjuk, dan keterangan terdakwa.aSehingga 

berdasarkan kasus skimming yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel telah terpenuhi bukti 

permulaan yang cukup yaitu dengan adanya laporan dari pihak Bank BNI dan ditemukannya bukti 

berupa alat bantu skimming yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. 

Sehingga dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup tersebut, maka akan dinaikkan ke 

tahap penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dimana Penyidik Polda Sulsel dalam hal ini telah 

mendengarkan keterangan dari tersangka sehingga Penyidik dapat mengetahui kronologi terjadinya 

suatu tindak pidana skimming tersebut. Serta diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam 

tempat kejadian perkara sehingga semakin membuat tindak pidana itu menjadi jelas untuk kemudian 

diserahkan kepada Penuntut Umum. Pasal 110 KUHAP mengatur bahwa setelah penyidikan selesai, 

penyidik segera menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. 

Hambatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Menangani Kejahatan Skimming 

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana skimming 

mengalami hambatan, baik itu hambatan secara internal dan secara external. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan maka hambatan penyidikan tersebut diajabarkan sebagai berikut: 

1. Secara Internal, meliputi 

a. Sumber Daya Manusia, saat melakukan tugas mengungkap kasus tindakapidana 

skimming oleh Polda Sulawesi Selatan mengalami berbagaiahambatan pada sumber 
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dayaamanusianya. Seperti ketidakmampuan kualitas SDM Penyidik dalam mengungkap 

jaringan dari pelaku tindak pidana skimming. Sebenarnya penyidik Polda Sulsel sudah 

melakukan berbagai Langkah dalam mengungkap kasusapermasalahan kejahatan 

skimming. Diperlukan standarakhusus bagi penyidik yangapaham terkaitatentang rahasia 

perbankan serta masalah perbankan serta juga mengetahui akanatentang kejahatan 

skimming tersebut. Halaini menguatkan bahwaaPenyidik Polda Sulsel tidak sepenuhnya 

paham akan kasus kejahatan skimming yang masih tergolong modus operandi baru ini. 

Sehingga menghambat proses penyidikan dalam kasus kejahatan skimming. Hambatan 

terkait kompetensi dan kreativitas dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi 

pelanggaran skimming. Semuanya berjalan dengan baik, berkat kemajuan zaman. 

Pendidikan berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan telah berkembang, dengan 

tingkat perilaku jahat dan ilegal menjadi kreatif dan layak. 

b. Sarana dan Prasarana, Beberapa fasilitas canggih justru membantu penyidik menemukan 

kartu kredit dan kejahatan skimming. Dalam beberapa kasus, penyelidik mungkin tidak 

dapat menangani kekurangan alat dan struktur canggih untuk mendukung proses 

penyelidikan. 

2. Faktor External, meliputi : 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya kejahatan skimming, ketidaktahuan 

masyarakat bahwa kejahatan pencurian melalui kartu kredit atau skimming semakin 

berkembang pesat, sehingga membuat masyarkat itu sendiri menjadi korban kejahatan 

skimming tersebut. 

b. Faktor pelaku, serta menjadi hambatan yang dialami pada penyidik. Hal itu karena pelaku 

semakinaingin cepat mendapatkan hasilayang banyak dari kejahatan skimming tersebut 

yaitu memakai kecerdasan serta keintelektualannya. Pelaku sangat paham pula dengan 
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perkembangan teknologi sehingga sangat menghambat penyidik dalam mengungkap 

kasus kejahatan skimming ini. Seperti banyak celah dan peluang yang diciptakan penulis 

ketika orang sekarang beralih dari membayar tunai ke menggunakan kartu kredit.  

c. Bank kurang intensif dalam menjaga setiap ATM karena bank masih kurang 

melaksanakan peningkatan keamanan di sekitar mesinaATM lewat sekuriti ataupun 

kamera pengaman sehingga bisa meminimalisir kejahatan skimming. Selain itu bank 

harus melakukan perbaikan sistem serta infrstruktur yang lebih canggih agar modus 

kejahatan skimming tidak terjadi lagi. 

 

D. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, penulis menyimpulkan: 

1. Dari hasil penelitian bahwa modus kejahatan skimming ini terjadi dengan cara meletakkan 

skimmer (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan 

kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. Skimmer ini digunakan untuk mengambil 

data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu 

kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk 

menghubungi korban agar mendapatkan password dari data nasabah yang diambil. 

2. Hambatanayang dihadapi penyidik saat melaksanakan penyidikan terhadap tindakapidana 

skimming adalah sebagai berikut : 

a. FaktoraInternal, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana serta prasarana. 

b. FaktoraEksternal, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya tindak 

pidana skimming, Faktor pelaku dan bank kurang intensif dalam menjaga setiap ATM. 
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